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BUPA TI MANDAlLiNG NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 10 TAAUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

babhwa jenis Retribusi Perizinan tertentu diatur dalam Pasal 141 Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pejak Daerah dan Retribusi Daerah, dan
sebagai :.mplementasi pelaksanaan Retribusi Perizinan tertentu dimaksud diatur
dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;

bahwa Retribusi Perizinan Tertantu sebagaimana dimaksud huruf a,
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan

Tertentu:;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (L.embaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lenmbaran Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 ten‘ani Pembentukan Kabupaten Dati !l
Toba Samosir dan Kabupaten Dati Il Mandaiiing Natal (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734):

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukari Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tanun 2004 Nomor 53, Tembahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintatan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
— undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ~emerintahan Daerah (I.einbaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah { Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):



6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang [Pajak Daerah dar Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemtaran

Negara Nomor 4578);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentar.,g Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |5 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '6 Tahun 2006 tentang Prosedur
penyusunan produk hukum daeran,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang lembaran
Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATFEN MANDAILING NAT/AL
dan
BUPATI MANDA'LING NATAL
MEMUTUSKAN -

Menetepkan : PERATURAN DAERAH TENTAMNG RETRIB'JSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal -.
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah ada'ah Kabupaten Mandailing Natal.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan °Pemerintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas Otonomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seiuas-luasnya da'am sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyzlenggara Pemerintah Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
‘Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pcmerintah

Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas terfentu dibidang Retribusi Daerah

sesuai dengan perawran perundang — undangan.

. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk cleh

DPRD Kabupaten Mandailing Natal dengan persetujuan bersama Bupati.

. Peraturan Bupati adalah Paraturan Bupati Mandailing Natail.

. Badan adalah sekumpulan orang daniatau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha -
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milli. Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, Fima, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial
Politix, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tenasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, acalah Punjutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakar; dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah beiupa usaha dan pelayanar yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemaafaatan lainnya yang dapat dir.ikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Peraerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi ateu Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam. barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindur.gi keper'ingan umum dar menjaga
kelestarian lingkungan.

Waijib Retribusi adalah orang pridadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan peimbayaran
retribusi,termasuk pemungut atau pemaotonyg retnbusi tertentu.

Masa Retribusi acaalah suatu jar.gka tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memaantaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

Pemerintah Daerah yang bersangikutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran a‘au penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayarar: yang ditunjuk oleh kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, rang selanjutnya disinopkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok retribusi

yang terhutang.

Surat Ketetapan adalah Retribusi Daerah Lebih Payar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat katetapan retrit:usi yang menentiukan jumiah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi lebin besar
daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.



18. Surat Tagibar. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan r2tribusi can/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau d=nda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian k2giatan menghimpun dan mengolah datia,
keterangan dan/atau bukti yang diluksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguj’ kepatuhan pemenuhai
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untulc tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk rnencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB i
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayvanan perizinan tertentu oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan atau badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumbher daya alam, barang, prasarana, saranz atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :
a. Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Gangguan; dan

c. Retribusi Izin Trayek;

d. 1zin Usaha Perikanan

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi [zin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya aqgar tetap
sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan
(KLB). koefisien ketinggian bagunan (KKB), dan pengawasan penggunaan



bangunan yang meliputi peme.iksaan «qalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempat' bangunan tersehut.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sehagaimana cirnaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk bangunan nilik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi lzin Mendirikan Eangunan adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

(2) Waijib Retribusi lzin Mendirikan Ban.junan adalah orang pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang -- undangan Retribus, diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retiibusi termasulc pemungut aau pemotong
retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan ciukur dengan ;umus yang
Jdidasarkan atas faktor fuas banguran, jumlah tingkat bangunan dan rencana
penggunaan bangunan.

(2) Faktor — faktor sebagaimana dinaksud pada ayat (1) diberikan bobot
(koefisien).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai be.ikut :
a. koefisien luas bangunan :

b. koefisien tingkat bangunan
c. koefisien penggunaan bangunan

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif izin mendirikan bangunan zdalah :
RIMB =THDB x LB x TB x PB
RIMB = Retribusi lzin Merdirikan Bangunan adalah jumiah biaya
retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada pemerintah caerah
oleh orang dan atau badan usaha bkaik swasta maupun
pemerintah (BUMN/EUMD)

LB = Koefisien Luas Bangunan

B = Koefisien Tingkat Bangunan

PB = Koefisien Penggunaan Bangunanr
THDB = Tarif Harga Dasar Bangunan Mz

(2) THDB ditetapkan sebesar Rp 1.200.000,-

(3) Koefisien Luas Bangunan (LB) ditetapkan sebagai berikut :

Luas bangunan 0O - 100m2... 1
Luas bangunan 100- 500m2.................... ...l 2
Luas bangunan 500- 1.000 m2.....................................3

Luas bangunan > 1.000m2.......... .......... ..ol 4



(4) Koefisien Tingkat Bangunan (TB) ditetapkar sebagai berikut :

Bangunandenganlantai1................ ....... ... U 1
Bangunandenganlantai2............................. 2
Bangunanadenganlantai 3...................... 3
Bangunandengan > 3. 4

(5) Koefisien Penggunaan Bangunan (PB) ditetapkan sebagai berikut :

Bangunan hunian........... ..o 1

Bangunan keagamaan........................ L 2

Bangunanusaha................cooiii 03

Bangunan perkantoran.................coo 4

Bangunan sosialbudaya........................ .00
Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah dzerah izin
bangunan diberikan.

Bagian Kedua
Retribusi 1zin Gangguan

Pasai 10

Dengan nama Retribusi 1zin Ganggu:'n dipungut retnbusi sebagai peinbayaran atas
pemberian izin tempat usaha.

(1)

(1)

(2)

Pascl 11

Objek retribusi lzin Gangguan sebagaimana d'maksud dalarn Pasal 3 huruf b
adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi aZau badan
yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
termasuk pengawasan dan pengencalian kegiatar: usaha secara terus-nienerus
untuk menrcegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan
umum, memelihara ketertioan lingkungan dan memenuhi norma keselariatan

dan kesehatan Xerja.

Tidak teimasuk Objek retribusi lzirr Gangguan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah tempat usaha/kegiaian yang ditentulcan oleh Pemerintah at...

Pemerintah Daerah.
Pasal 12

Subjek Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi utau badan yany menurut
ketentuan peraturan perundang—unciangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retrbusi izin
gangguan.



Pasal 13

(1) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan diukur berdasarkan indeks
lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha

(2) Indeks sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan angka indeks.

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif izin gangguan didasarkan pada perhitungan dengan
rumus dan biaya survei adalah :
RIG=(TLXIL XLRTU X IG) + BS

RIG : Retribusi lzin Gangguan adalah Jumlah Biaya Retribusi pemberian Izin
Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per-meter kubik dan volume
ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai
dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri

- Luas 25 mz2 kebawah besar taritnya............. Rp. 520 .-/m2
- Luas 26 s/d 100 m2 besar tarifnya......... ... Rp. 600,- /m2
- Luas 101 s/d 500 mzbesar tarifnya.... ... ........ Rp. 800,-/m2
- Luas 501 s/d 1.000 mzbesar tarifnye........... . Rp. 1.000,-/m:
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tarifnya........ .. Rp. 1.500,-/m2
b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :
- Luas 25 m2 kebawah besar tarifnya........ . ... Rp. 250,-/m2
- Luas 26 s/d 100 m2 besar tarifnya............ ... Ro. 3L0,-/m2
- Luas 101 5/d 500 m2 besar tarifnya................ Rp. 450,-/mz
- Luas 501 s/d 1.000 mz2besar ta:ifnya.............. Rp. 600,-/m2
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tariinya.... ........ Rp. 6006,-/m2

¢. Lingkungan Pemukiman/Sosial

- LLuas 25 m2 ke bawah besar tarifnya........... ... Rp. 1.000,-/m.
- Luas 26 s/d 100 mzbesar tarifuya................. Rp. 1.400,-/m2
- Luas 101 s/d 500 mz2besar tarifuya............. .. Rp 1.800,~/m2
- Luas 501 s/d 1.000 m2besar terifnya............. Rp. 2.250,-/m2
- l.uas 1.001 s/d ke atas besar tarifnya............ Rp. 2.750,-/m2
d. Lingkungan Pergudangan :
- Luas 25 m2 ke bawah besar tarifnya........... .. Rp. 400,-/m2
- Luas 26 s/d 100 mz besar tarifnya................ . Rp. 500 -/m2
- Luas 101 s/d 500 m2 besar tarifnva. ...............  Rp. 600,-/m2
- l.uas 501 s/d 1.000 m2 besar tarifnya .......... . Rp. 700,-/m2
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tarinya............. Rp. 800,-/ma2

IL :Ind2ks Lokasi adalah angka indeks yang didasa-kan pada klasifikasi jalati
dengan parameter

- Jalan Utama dengan nilai : 3



- Jalan Sekunder dengan nilai
- Jalan Lingkungan dengan nilai

— N

IG :Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang
ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter

- Gangguan sangat besar dengan nilai )

- Gangguan besar dengan nilai 4

- Gangguan menengah dengan nilai 3

- Gangguan kecil dengan nilai (2
LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha
Biaya survey :
Wilayah | : Panyabungan-Siabu................... ... ....Rp 300.000,-
Wilayah I cKotanopan ... Rp 500.000,-
Wilayah Il cBatang Natal...................... L Rp 1.000.000,-
Wilayah IV - Natal, Sinunukan dan Batahan ... ................ Rp 1.500.000,-
Wilayah V S SINGKUBNG .o Rp 2.000.000,-

Pasal 15

Retnbusi zin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin tempat usaha
diberikan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Pasal 16

Dengar. nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas psmberian
izin angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Travek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf ¢ adalah pemberian
izir. kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayznan angkutan henumpang

umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

Pasal 18

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi ata. badan yang mempecroleh izin
trayek dari Pemerintah Daerah.

(2) Waijib Retribusi lzin Trayek adalah orang pribadi aau badan yang menurut keterduan

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkar untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi i1zin trayeb.

Pasal *9

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasar«an jenis kenderaan



Pasal 20

(1) Struktur dan besarnya izin trayek adalan -

a.  Mobil Bus Unum Rp. 230.000-, per uni/5 tahun
b. Mobil penumpang umum Rp. 10J.000-, per unit/5 tahun
c. Baca bermotor ( betor) Rp. 50.000-, per unit/ tahun
4. Beca tidak bermotor Rp. 25.000-, per unit/5 tahun

(2)  Setiap Bus atau Mobil Penumpang umum Beca bermolor dan tidak bermotor wajib
memiliki kartu pengawasan atau kartu operasi yang masa berlakunya 1 tahun.

(3) lzin insidentil dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.0C0,-/untuk setiap kali perjalanan
nergi/pulang

Pasal 21

Retribus® {zin Trayek yang terutang dipungut di wiiayah daerah i1zia diberikan.
Pasal 22

(1) Masa berlakunya izin trayek selama 5 (lima) ahun.

(2) Izin trayex sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dapat diperpanjang kembali.

Bagian Keempat
Izin Usaha Perikanan

Pasal 23

Dengan nama lzin usaha perikanan (IUP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan (IUP) sebagairnana cimaksud dalam Pasa! 3 huruf d
adalati pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usana
penzngkapan dan pembudidayaan ikan :

a. ikan tawar, ikan laut, payau dan penangkapan ikan di peraitan laut dalam daerah.

b. izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang budidaya dipungut berdasarkan luas dan panjang
lahan yang digunakan

Pasal 25

(1) Subjek Retribusi 1zin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi 1zin usaha perikanan adalah orany pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi izin usaha perikanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

izin usaha perikanan.
Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikenan diukur berdasarkan jenis usaha
perikarian dan jenis kapal.



Pasal 27

Retribusi I1zin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah deerah izin diberikar,.

Pasal 28

Besarnya Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana Ji maksud pada pasal 24 hurf a di
tetupkan sebagai berikut :

1. Budi daya air tawar, payau dan laut :

a. Kolamairtenang................cooiiiiec i Rp. 500 /m2
a. Kolamairderas.... ... Rp.1 900 /m2
b. Jaringapung airtawar............................... Rp.1.000 /m?
c. Karambah.................... Rp. 500 /m?
d. Tamkak........... ... Rp. 500 /m?2
e. Jaringapung laut............. Rp. 2000 /m2

2. Besarnya Retribusi izin usaha perikanan sebagai mana di maksud paoa pacal 24 hiruf b
ditetapkan sebagai berikut :
Usaha tangkap :

a. Kapoalmesindalam............................. ... Rp.30.000/, init

b. Kapalmesinifuar..........................L Rp. 2.0C0 funit

n.  Perahu layar/dayung................. Rp. 1.06" /unk
BAB ‘I

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamnya tarif retribusi perizinan tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenagaraan
Pemberian lzin yang bersangkutan.

(2) Siaya penyelenggaraan pemberian izin seb:agaimana yang dimaksud pada ayzt (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawas.an di lapangan, penegakan hukum, penata
usahaan, dan biaya dampak negatif dari pembe nan izin tersebut

Pasal 3N

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjau tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimraksud paeca ayat (2) ditetapkan dengan

Pcraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pernungutan



(1)
(2)

(1)

J)

(2)

)

()

(1)

Pasal 31
Reftribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dlmaksuzi pada ayat (1) dapat berupa
karcis, kupon dan kartu langganan.

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak a“au kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dirnaksud,,~ada ayat (3) didahului dengan |
surat teguran.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 32

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi dittamaken untuk rnendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang
bersangkutan.

Ketentuan mengenrai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi dalam Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasa. 33

Waijib Retribusi tertentu dapat mengajukan ieberatan hana kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang di persamakan

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Rahasa Indonesia dengan diseriai alasan --
alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka vaktu paling lama 3(tiga) bulan sejal. tanggal
SKRD ditertibkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapa* menunjukkan bahwe jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadzan diluar kekuasaannya.

Keacaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tindak menunda kewajiban pembzyaran retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal =4

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (¢:nam) bulan seja< tanggal surat keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.



(2)

f3)

4)

(1)

(@)

(4)

©)

(6)

(7)

(1)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah intuk memberikan ke pastian
hukum bagi wajib retnbusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusar oleh

Bu)pati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat beruna menerma szluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besamya retribusi yang tejutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidc.:
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebu: dianggap dikaoulkan.

Pasal 35

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
retribusi dikembalikan dengan tambahan im»alan bunga sebesar 2 % ( dua parsen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua helas) bulen.

Imbhalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB Y/
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

Atas kelebihan dengan pembayaran Retribusi, wajib pajak atau wajib retiibusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagairana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan. :

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan,permohonan pengembalian pembayaran retribiisi di
anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangke waktu paling lama 1

(satu) bulan

Apabila wajib retribusi mempunyai utang refribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkay untuk melunasi terlebih
dahulu utang retribuci tersebut.

Perigembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua ) bulan sejak ditertibkanuya SKRDLB

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 ‘dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sehulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retiibusi sebegaimana dimaksud-pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Paca 37
Hak untuk melakukan penagihan retribus' menjadi kegaluwearsa setelah melampau waktu

3 ‘ioa) bulan terhitung sejak pada saat tzrutangnya rewiky ai kecuali jika wajib retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi



(2)

(3)

(4)

(5)

\2)

3)

(1)

(1)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimara dimaksud pada ayat (1) tertanag 1h jika :

a. -literbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retriousi, baik langsung maupun tidak

langsung

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tangcal diterimanya surat teguran tersebut

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasi kepada Pemerii‘tah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak largsung sebagaimana d maksud pada ayat (2)
huruf b adalah dapat diketahui dar pengajuar permohcnan angsuran atau penundaan
peinbayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribsi

Pasal 33

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kerena hak untuk melakukan pernagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yanu sudah kedsluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S

Tata cara penghapusan piutang retribusi  yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB V!
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 39

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemanuhan
kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan PFeraturan Perundang-undangan

Retribusi Daerah

Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. membarikan dan /atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek reiribusi yang *erutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ata. ruangan yang dianggap periu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemerksaan; dan/atau memberikan

keterangan yang dinerlukan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB VI
INSENTIF PENIUNGUTAM
Pasal 40

Instansi yang melaksanakar pemungutan retribusi gapat diberi insentif aas Jasar
pencapaian kinerja tertentu.

Pemperian insentif sebagaimana dimaksud pada ayzt {7} ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan yang herlaku.



(1)

BAB IX
PENYID'KAN

Pasal 41

Peizbat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daeral diberi wawenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik=n tindak pidana di bidang ret.ibusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang—undang Hukum Aczra Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Neger’ Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang ~ unoangan.

Weawenang Penyidik 3sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari,mengumpulkan , dan rmeneliti katerangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidarg retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,

b Meneliti, mencari,dan mengumpulkan reterangan imengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang diakukan sehubungan dengan tindakan p.dana
retribusi

¢ Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang piibadi atau adan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi.

d Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tinda< pidana
dibidang retribusi.

e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti nenibukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukar penvitaan terhadap bahan bukdi
tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaks&naan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menirggealkan ruangan atau ternpat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsur.g dan memerksa idemitas orang, benda,

dan/ atau dokumen yang dibawa

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

Memanggil orang untuk didengar keterangan ian dipeliksa sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan; dan/atau

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Peruncang — undangan

.x\.—. - -

. Pe1yidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meraberitahukan dimulainya

pe.yidikannya dan menyampaikan hasil peryidikan penpuntat umum mulai penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Hukum Acara Pidar.a.

BAB X
KETENTUAN FIDANA

Pasal <2

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau gigane denda paling banyak 3 (tiga)
kali jumiah r2tribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar

Pasal 43

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, merupakan penarimaan Negara.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerzh ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam IPeraturan Daerah yang bersangkutan masih
dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terh.tung sejak saat terutang.

BAB Xli
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaar ‘Per<iwuran Daerah ini diatir dalam
Peraturan dan/ atau Keputusan Bupati.

2) LCengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tertang
Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Fasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan penguridangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Netal.

Ditetapkan di Panyabungan
paca tanggal—-25" Januari 2011
7 '

/P"./!.{UPATI MANDAYLING NATAL

4

'
ASPAN SOFIAN

Diundanjkan di Paryatungan
pada tenggal 27 Januari 2010.

Pit. SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL

DA

AW

GOz
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAIL ING NATAL
NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

UMuM

Untuk mendukung kelancaran pembangunan di daerah, pemerintah pusat memoerikan
kewenangan pemungutan potensi Pendapatan Asli Daerah jenis retribusi. Hal ini sesuai
dergan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nom.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, di dalam pasal 140 disebutkar jenis retribusi perizinan .
tertentu yang terdiri dari lima kategori vyaitu ; izin mendirikan bangunan, izin tempat

~_jualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan.

“'Dari kelima objek retribusi dimaksud, hanya empat kategori yang mempunyai sumber di

Kabupaten Mandailing Natal, untuk izin tempat minuman beralkohol belum memiliki
poensi.
Melalui Undang-undang ini daerah diberikan kewenangan memungut FAD secara

maksimal, sepanjang sesuai dengan ketentuan pasal dimalsud.
PASAL DEMI PASAL

Pesal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : objek retribusi izin mendirikan bangunan dimalksud adalah dengan
memperhatikan  peninjauan  desain  dan  pemantauan  pelaksanaan
pembangunan, agar tetap sesuai dengar rencana tehnis dan utamanya tata
ruang dengan tetap memperhatikan heberapa koefisien, dalam 1angka
memenuhi persyaratan untuk keselamatan bagi yang menempati bangunan

dimaksud.

Pasal 5 : cukup jelas
Pasal & : cukup jelas
Pasal7 . cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 . cukup jelas



Pasal 10 : izin gangguan  dimaksud yang menimbulkan bahaya, kerugian ~1an/atau

Pasal 11

Pasal 12
Pasal 13
Pasat 14

Pasal 15 :

Pasal 16
Pagal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pacal 25

gangguan, termasuk pengawasar: dan pengendalian kegiatan tempat usaha,
industri  secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan
ketertiban, keselamatan, kesehatan lingkungan dan memeruhi norma

keselamatan dan kesehatan kerje

- termasuk di dalam kategori objek. lizgkingan adalah pemberian izin

pertambangan yang memberikar. dampak terhadap limgiiungan sekitarnya.

. cukup jelas
- cukup jelas
. yang dimaksud dengan wilayah Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU)} adalah :

Wilayah | meliputi Kecamatan Panyabungan, Kecametan Panyabungan Utara,
Kecaniatan Panyabungen Selatan, Kecamatar Panyabungan Tirnur,
Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Siabu, Kecamatan Bukit
Malintang dan Kecamatan Nagan Judng.

Wilayah [l meliputi Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan,
Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatar Lembah Sork Marapi, |
Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Pakantan dan Kecarnatan Ulupungkut.
Wilayah (Il meliputi Kecamatan Batang Natak, Kecamatan Lingga Bayu dan
Kecamatan Ranto Baek.

Wilayah IV meliputi Kecamatan Natal, Kecamatan Sinunukan dann Kecamatan
Batahan.

Wilayah V meliputi Kecamatan Muara Batang Gadis.

cukup jelas

. cukup jelas
: cukup jelas
. cukup jelas
. cukup jelas
: cukup jelas
. cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
. cukup jelas

: cukup jelas



Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 . cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 : cukup jelas
Pacal 41 : cukup jelas
Pasal 42 : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

TAVMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NCMOR 11135, .



